
Kepada:

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi

Repub!ik Indonesia

Di

Jakarta

Hal: Permohonan un Matchl Pasa17Ayat(2) huruf i; Pasa! 45 Ayat(2) huruf b4 Undang-undang
Nomorl. OTahun 201.6Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor, .Tahun 201.5 Tentsng Penetapan
Penturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor ITahun 201.4Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan wallkota Menjadi Undang-undang,

Dengan hormat,

Kamiyang bertanda tangan dibawah ini:

I. Suta Widhya SH

Sariana hukum yang bertugas DPP- Front Pribumi berkantor di Bogor Baru BIOk D-IV No. 45 Bogor
baik sendiri-sendirl inaupun bersama-sama mengajukan Permohonan Uji Materil Undang-undang
Nomor, .OTahun 201.6Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor, .Tahun 2015Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomorl. Tahun 201.4Tentang Feinilihan
Gubernur, Bupati dan walkota MenjadiUndang-undangTerhadap Undang-undang Dasar 1,945.
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Adapun Permohonan inikamisusun dengan SIStematika sebagai berikut:

I. Pendahuluan

11. RingkasanPermohonan

111. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

IV, Legal Standing Pemohon

V. PokokPermohonan

Vl. Kesimpulan Akhir

Vll. Petitum

A. Calon Kepala Daerah yang pemah meIakukan perbuatan tercela bertentangan dengan Pasal

27 UUD 1945 pada pasalL"Segala warga negarabersamann kedudukarmya didalam
h danpemerintahandanwajibmenjunjunghukum danpemerintahan itudengari
tidalc ada kecualinya. "
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Kepada:

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia

Di

Jakarta

Hal: Permohonan Uji Matchl Pasa1 7Ayat(2) huruf i; Pasai 45 Ayat (2) huruf b4 Undang-undang
Nomor, .OTahun 2016Tentang Perubahan Kedua atas UU NomorITahun 201.5 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang NomorJ. Tahun 201.4Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan walikota Menjadi Undang-undang.

Dengan hormat,

Kamiyang bertanda tangan di bawah inI:

I. Suta WidhyaSH

Sariana hukum yang bertugas DPP- Front Pribumi berkantor di Bogor Baru BIOk D-IV No. 45 Bogor
baiksendiri-sendiri inaupun bersama-sama mengajukan Permohonan Uji Materil Undang~undang
Nomor, .OTahun 201.6 Tentang Perubahan Kedua atas UU NomorITahun 20.5 Tentsng Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomorl. Tahun 201.4Tentang Pemitihan
Gubernur, Bupati dan wallkota Menjadi Undang-undangTerhadap Undang~undang Dasar 1,945.

Adapun Permohonan ini kamisusun dengan sistematika sebagai berikut:

I. Pendahuluan

11, RingkasanPermohonan

1/1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

IV* Legal Standing Pemohon

V. PokokPermohonan

A. Calon Kepala Daerah yang pernah meIakukan perbuatan torcela bertentangan dengan Pasal
27 UUD 1945 pada pasall"Segalawarganegarabersamaankedudukaimyadidalam
hukum danpemeri!trollaridanwajibmenjunjunghukum danpemerintahanitudengan
tidalc ada kecualinya. "
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B. CalonKepalaDaerahyangpemahmelakukanperbuatan toreela beTartiia slidah
mencideraikewajibannyauntukinelakukaribelaNegara. Pasa127 LTi. ID 1945 pada
pasa13 berbunyi"Setiapwarganegaraberhak dan wailb ikutserta dalam upaya
pembelaan negara. " Saatini pengertian dan conto}}-contohnya dan Bela}. legara
termasuk betsikap pastfatau tjdak adjfuntuk meIakukanperbuatan torcela amu
menigikan

Kesimpulan Bagian Pertaina

Calon Kepala daerah sebelum dan seiagi dalam tahapan Pilkada haruslah mein punyai
reputasi, kondite, track record, rekam jejak Yang tidak terceia. Setiap warea Negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wailb menjunjung hukum
dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecua!inya. Halltu dibuktikan dengan tidak adanya
kasus sebagai'"rersangka" dan pihak kepolisian.

Kesimpulan Bagian Kedua

Calon Kepala daerah sebelum dan seiagi dalam tahapan Pi!kada harusiah berhak dan wajib
ikut serta da!am upaya pembe!aan Negara. In I artinya, calon Kepala Daerah tidak boleh
bertindak dan berperilaku yang kontradiktif dengan semangat bela Negara. Semua warga
Negara berhak dan wajib me Iakukan tindakan bela Negara,

Kesimpuian Bagian Ketiga

Meinbiarkan calon Kepala Daerah yangtidak sesuaidengan Pasa1 27 ayat (1) dan ayat (2)
UUD 1,945 merupakan sebuah langkah, tindakan, keputusan yang keliru dan salah.

,.. Pertimbangan Putusan Mahkamah KonstitusiTerdahu!u

2. Respon MasyarakatTerhadap Calon Bermasalah hukum

3. Perkembangan Hukum dan Norma daiam Pelaksaan Pemilihan Kepala Daerah

Kesimpulan Bagian Keempat

Vl. KesimpulanAkhir

Vll. Petitum

PENDAHULUAN
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Kedaulatan be reda ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, Itulah rinsi
utama darisumber kekuasaan Negara, yaknirakyatyang beadaulat dan Undang-Undang Dasar
menjamin pelaksaan kedaulatan tersebut. Pada prinsipnya Undang-Undang Dasar 1,945 sebagai
konstitusi Negara pada dasarnya adalah me!indungi dan menjamin hak-hak warga Negara menjadi
pemegang kedaulatan negeriini.

Daiam teori Negara modern, Negara dibentuk o1eh sekelompok orang, kernudian menjadi
warganegara . Me Ialui kontrak SOSial, warga negara ini memberikan am ariah kepada Negara untuk
menjamin terlindunginya hak-hak mereka termasuk hak-hak sipil dan politiknya. Warga negara inilah
subjek primer dari kekuasaan dan kedaulatan Negara. 01eh karena itu, tidak ada Negara tan a war a
Negara,

Selanjutnya, kekuasaan dan pemerintahan suatu Negara dapat bedalan , dibentuklah alat-alat
Negara berupa instrumentinstrumen yang bemerituk organ-organ Negara dengan aparatusnya
sekaligus. Partai pontik merupakan saiah satu alat atau instrument Yang dimaksud.

Saat ini parpo! salah satu pilar utama demokrasi sebagai salah satu saluran aspiresI polltik
masyarakat. Sedemikian pentingnya parpol dalam mein bangun demokrasi, inaka itu parpoltidak
boleh memonopoli kekuasaan dan demokrasi dengan cara mengajukan calon kepala daerah tanpa
reserve. Calon seharusnya merupakan Drang pilihan dengan se!eksiyang akuntabel dan tranparans
nori diskriminasi sesuai dengan rasa keadilan yang ada pada Sila Kelima Pancasila dan sesuai dengan
semangat Pasa1 27 UUD 1945 ayat(I) dan (2),

Dengan demikian, konstitusi menjamin tidak ada monopoli hak berpolitik o1eh institusi tertentu atau
personaltertentu. Hak konstitusiyang diberikan partai po!itIk untuk mengajukan pasangan Gubernur
dan Wakil Gubernur dimaksud sebagai hak preferensi partai pontik namun bukan berarti menutup
hak warga Negara lain untuk berpartisipasi tanpa me Ialui preferensi tersebut, Agar demokrasi dapat
bedalan dan agar hak-hak warganegara untuk me in peroleh kedudukan dan kesempatan yang sama
untuk berpartisipasi dalam PGIitik dapatterjamin, inaka ketentuan undang-undangyang menutup
dan menghalangi pemenuhan hak-hak warganegara harus diuji karena bertentangan dengan norma-
norma dan prinsip-prtnsip konstitus;,

Ahas dasar hal chatas inaka pemohon mengajukan Permohonan uji materilini. Permohonan Uji
Mater11 UU NotO Tahun 201.6 Pasa1 7 ayat (2) huruf "i" me millkisubstansi dan landasan argumentasi
Yang prinsipil. Sebelum sampai pada pembahasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Legal
Standing pemohon dan pokok permohonan terlebih dahalu para pemohon menyampaikan
Ringkasan Permohonan sebagai berikut:

11, RINGKASAN PERMOHONAN

Yang menjadialasan utama para pemohon adalah :

Pengertian Pasa1 7 ayat (2) hurufi, UU Republik Indonesia Nomor, .OTahun 201.6Tentang Perubahan
kedua atas undang"undang nomor, . Tahun 201.5 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomori. Tahun 203.4 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang.



Pasaitersebut bertentangan dengan pinsip keadilan yangtermuat daiam Pasa1 27 ayat (L) 000
1945, "Segalawarga negarabersamaankedudukannya didalam hukum danpemerintalian
danwe!jib menjunjunghukum dan pementitahan itudengan tidalc ada kecualinya. "

DanPasa127 ayat(2), " Tiap-tiap warga negaraberhak atas peke!jaandanpenghidupan yang
layak bagikemanusiann, "

Dengan mengajukan perilnjauan kernbali Uudicial review) terhadap Pasa1 7 ayat (2) hurufi, Undang-
Undang Nomorl. O Tahun 201.6 terhadap UUD 1945, inaka pemohon telah mengambil hak konstitusi
sebagaiwarga Negara yang berpartisipasi dalam pembangunan.

Pasa1 7 ayat (2) hurufi berbunyi: Calon Gubernur dan calon wakil gubernur, calon Bupati dan Calon
Wakil Bupati, serta Calon Wallkota dan calon wakil Wallkota sebagaimana dimaksud pada ayat(L)
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a, Bertakwa kepadaTuhanYang Maha Esa

b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Repub!ik Indonesia tahun 1945, cita~
cita Proklamasi Kernerdekaan 1.7Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. Berpendidikan paling'rendah sekolah Ianjutan tingkat atas atau sederajat;\

d. Dihapus

e. ...,

f.

g.

h.

i, ridak pernah me Iakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan Surat Keterangan
Catatan Kepolisian

I,

Sementara itu Konstitusi Repub!ik Indonesia menjamin adanya hak-hak warganegara berupa
persamaan kedudukan di dalam di daiam hukum dan pemerintahan (Pasa1 27 ayat(1) UUD 1945, hak
untuk me in peroleh pengakuan jaminan, perlindungan , dan kepastian hukum yang adjlserta
perlakuan Yang sama di hadapan hukum ( Pasa128 D ayat (1), dan hak untukhak untuk mein pero!eh
kesempatan yang sama daiam pemerintahan (Pasa128 D ayat(3) serta hak untuk bebas dan segala
bentuk diskriminasi(Pasa1 28 I ayat(2). Semuanya itu merupakan bentuk dan perwujudan
kedaulatan rakyat (Pasal javat {21).

Pemohon berpendapat bahwa UUD 1945 pada hakikatnya sudah di!anggar dengan aturan hukum di
bawahnya (UU No. ,. OTahun 201.6) harena tataptidak ada koreksi dan KPU dan Bawaslu terhadap



kepersertaan para calon kepala daerah yang sudah ditetapkan tersangka o1eh pihak kepoiisian daiam
proses Pilkada DKIJakarta Yang akan diselenggarakan pada 1.5 Pebruari 203.7.

Menurut Pemohon tindakan tercela yang dilakukan o1eh salah seorang colon Gubernur DKIJ k t
sepatutnya menggugurkan kepersertaan yang bersangkutan apabila dikaitkan dengan Pasa1 27 UUD
L945 ayat (1) dan ayat (2)

111. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSl

I. Bahwa Pasa1 7 ayat (2) huruf I Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 menyatakan "tidak
pernah meIakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan
kepolisian (SKCK)."

2. Bahwa selanjutnya Pasai24 C ayat(^) Perubahan keriga UUD ^945 menyatakan "Mahkamah
Konstitusi be myenang mengadili pada tingkat pertaina dan terakhiryang putusannya
bersifatfina! untuk menguji undang-undang terhadap UUD , meinutuskan sengketa
kewenangan Iembaga Negara yang kewenangannya diberikan o1eh UUD, me inutuskan
pembubaran partai poitik dan me inutuskan perselisihan tentang hasil pemilu.

3, Bahwa berdasarkan ketentuan chatas inaka Mahkamah Konstitusi meinpun ai hak atau
kewenangannya untuk meIakukan pengujian undang-undangterhadap UUD yangjuga
didasarkan pada Pasa1 10 ayat (1) UU No. 24Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusiyang
menyatakan :"Mahkamah Konstitusi bemenang menjadili pada tingkat pertaina dan
terakhiryang putusannya bersifatfinal untok:(a) menguji undang-undang (UU) terhadap
UUD Repub!ik Indonesia 1,945.

4. Bahwa o1eh karena obiek permohonan Hak Uji Mater11ini adalah UU Nomori. O Tahun 201.6
tentang Pilkada, inaka beadasarkan peraturan tersebut di atas Mahkamah Konstitusi
bemenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini.

IV, LEGALSTANDING PARA PEMOHON

5. Pasal SL ayat (1) UU No. 24Tahun 2002 tentsng Mahkamah Konstitusi berbunyi:
"Pemohonan adalah pihakyang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusioalnya
dirugikan o1eh berlakunya undang-undang, yaitu:(a) perorangan WNl(b) kesatuan
masyarakat hukum adatsepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyakat
dan prinsip Negara kesatuan Rlyang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum public
dan privat, atau (d) Lembaga Negara.

6. Sementara iru Mahkamah Konstitusi daiam Putusan Nomor 0061PUU-1/1/2005 telah
memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugikan sebagai berikut:
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L) Bahwa adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan o1 h UUD
2) ahwahakkonstitusionalPemohontersebutdian a o1 hP h

suatu undang-undang yang dinji(UU No. 10 Tahun 2016).

Bahwa kerugian konstitusioanl Pemohonyangdimaksud b 'f t
setidaknya bersifatnya bersifatpotensialyang menurut e I
dipastikan akan tenadi.

Bahwaadanyahubungansebabakibat (causal verband)antarak d
undang-undang Yang dimohonkan untuk diuji.

Bahwakemungkinandengandikabulkannyapermohonan k k
did alilkan tidak akan atau tidak lagi tenadi

V. POKOKPERMOHONAN

. Calon Kepala Daerah HendaknyaTerikatSebelum, seia id S
Tech, d, ,,,,""' '

I. .Calon kepala daerah yang me Iakukan perbuatan tercel t'd k I
mengingatiasudahmerugikanperson!ainyangseharusna '
aerah. Atau dengan kata lain telah mengambiihak erso I'

yang berlaku daiam Undang-Undang yang berlaku terkait Pilkada (UU N
2. Pasa! 7 ayat (2) hurufi pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
Gubernurdancalon\, IakilGubernur, CalonBupatidancal W k'I ',
CalonWakilWalikotasebagaiinanadimaksudpadaayat(I) harusm h'
berikut:

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

3)

4)

5)

C. ....

.....

i. Tidak pernah meIakukan

kepolisian ( Red: SKCK)

3. Kesimpulan Pertaina

Adanyakepaladaerahyangmelakukanperbuatanterce!a rt'
againa, dandiprosesditingkatkepolisiandankejaksaanhin kk

perbuatan tercela yang dibuktikan dengan suratketeran an t
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merupakan tanggungjawab kepo!isian untukmeninjau ulangSuratKeteran an Cat t K I"
(SKCK).

4. Kesimpu!an Kedua

Selama inikeberadaanSKCKseakan hanyaformalitas belaka, tidakmem un ai e a h
terhadap keber!angsungan proses Pi!kada sebelumnya (Pra tahun 203.6),

5. Kesimpulan Keriga

Akibatdariketentuan "sampaiberkekuatanhukumyangtetap " inakaserin k I' ' b t k k
harus turun ditengah masa pemerintahannya. Padahal, alangkah Iebih baik bita hukum itu u
meIakukan upaya pencegahan, sehingga setiap warga negara wajib menjaga dinn a, balk
ucapan, tulisan, inaupun perilaku/kinerjanya agartidak meIakukan hat yang tercela.

Vl. KEStMPULAN AKHIR

Berdasarkan hal-haltersebut di atas , pemohon berkesimpulan seba at berikut:

I. Selama inisyaratyang berlaku didalam sebuah Undang-Undang Pilkada selalu sama, aitu e ' k
pada ketentuan normative, seperti ketentuan berLakwa kepada Tuhan Yan Maha Esa, setia ke d
Pancasila, Undang-Uanda Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1,945, Cita-cita Proklamasi
Kernerdekaan 17 Agustus 1.945, dan Negara Kesatuan Repubiik Indonesia. Dan seterusn, a.

2. Bahwa Konstitusi menjamin peluang pasangan Kepala Daerah berhak menda akan 'aminan
persamaan kedudukan dan kesempatan daiam hukum, inaka Pasa1 27 ayat (1) dan ayat(2) naruslah
chinaknai dengan sesungguhnya tanpa menghalangi calon lain Yang seharusnya in uricul.

3. Bahwa konstitusi menjamin setiap warea Negara berhak mendapatkan 'aminan mein eroleh
persamaan kedudukan dan kesempatan daiam pemerintahan tanpa diskriminasiseba aiwu'ud
kedaulatan rakyatsebagai dimaksud Pasa1 27 ayat (L), Pasa1 28 D ayat (1), Pasa1 28 D ayat (3), Pasal
28 I ayat (2)jo Pasal L ayat (2) UUD t945,

4, Bahwa ketentuan Pasa1 7 ayat (2) hurufi Undang-Undang Nomori. O Tahun 201.6 senng diabaikan
atau dilanggar Dieh KPUD sehingga calon yangjelas-jelas tersangkuttindak pidana selalu meIa'u
mengikuti proses Pilkada.

Vll. PEF!TUM
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Berdasarkan hal-haltersebut of atas Pemohon me Iakukan permohonan kepada Maieiis Hakim
Mahkamah Konstitusi untuk meinutus sebagai berikut:

I. .Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang pemohon;

2, Menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun

1945, khususnya Pasa1 27 ayat (1) dan (2), Pasa1 28 D ayat (L), Pasa1 28 D ayat (3), Pasa1 28 I ayat (2)
UUD 1,945.

3. Menyatakan tidak mein punyai kekuatan hukum mengikat UU Nomor, .OTahun 201.6 tentang
Undang-Undang Pilkada terkait Pasa1 7 ayat (2) huruf "I".

4. Menyatakan UU nomor 10Tahun 201.6tidak berlaku apabila tetap me inbiarkan adanya calon
kepala daerah yang meIakukan perbuatan tercela, namun tatap bisa Ikut daiam proses Pilkada tahun
201.7.

5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Benta Negara Republik Indonesia sebagaimana
mestinya.

Atau apabila Maielis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain inohon putusan yang seadil-adjlnya (ex
aeque et bono).

Demikianlah permohonan Pengujian Materit Undang-Undang Nomor, .OTahun 2016Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang NomorI. Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomorl. Tahun 203.4Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Wailkora Meinadi Undang-Undang.

Jakarta, Nopember 201.6

Hormat kami,
~.

Suta Widhya SH

Humas DPP Front Prtbumi

08, .287263885


